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BAB V 

KESIMPULAN  

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis jabarkan dalam penelitian mengenai 

Pembuktian Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non-Fisik Menurut Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2022, penulis akan merangkum temuan-temuan utama yang telah 

dibahas sepanjang bab II - IV dalam bagian kesimpulan ini. 

 

1. Penulis menyimpulkan bahwa penanganan kasus pelecehan seksual non-

fisik menghadapi beberapa kesulitan signifikan. Permasalahan utama 

terletak pada sulitnya membuktikan kasus tanpa adanya kontak fisik, diikuti 

dengan syarat minimum alat bukti yang harus dipenuhi pihak kepolisian. 

Selain itu pemahaman yang kurang dari pihak penegak hukum terhadap 

jenis pelecehan ini juga menjadi hambatan dalam penanganan kasus. Aduan 

yang berpotensi menjadi kasus kebohongan juga menjadi tantangan , 

dimana pihak kepolisian cenderung meragukan kejujuran korban. 

2. Penulis menemukan bahwa dalam praktiknya kasus pelecehan seksual non-

fisik ternyata jarang ditemukan sampai tahap pengadilan, hal ini 

dikarenakan pelecehan seksual non - fisik sering kali diremehkan oleh 

banyak pihak, seperti yang diungkapkan dalam wawancara dengan Ibu 

Zusan Carolina Tutfaut S.T dari Polrestabes Kota Bandung. Jika berbicara 

secara teori, pembuktian tindak pidana pelecehan seksual non – fisik di 

dalam tahap persidangan dapat dilaksanakan, namun ada beberapa kesulitan 

yang mungkin dihadapi. Meskipun syarat minimum alat bukti terpenuhi, 

kurangnya bukti fisik seperti rekaman video atau audio sering membuat 

hakim kesulitan memutuskan dengan keyakinan terhadap bukti yang ada, 

seperti yang dijelaskan dalam asas teori negatief wettelijk bewijstheorie. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan analisis dalam penelitian ini, penulis mengajukan beberapa saran 

untuk meningkatkan penanganan dan pembuktian tindak pidana pelecehan seksual 

non-fisik ini: 

1. Penting untuk melakukan pelatihan khusus bagi penyidik dan aparat 

penegak hukum guna memperdalam pemahaman tentang karakteristik dan 

penanganan kasus pelecehan seksual non-fisik, serta meningkatkan 

sosialisasi mengenai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

Nomor 12 Tahun 2022. 

2. Perlu adanya klarifikasi mengenai pembentukan aturan turunan dari Undang 

- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 tahun 2022, untuk 

mengurangi ketidakpastian hukum serta melakukan evaluasi berkala 

terhadap efektivitas undang-undang guna mengidentifikasi dan 

memperbaiki kelemahan dalam sistem hukum. Implementasi saran-saran ini 

diharapkan dapat meningkatkan perlindungan dan keadilan bagi korban 

pelecehan seksual non-fisik. 
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